
 
 
 
 
 
 

WALI KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU 

NOMOR  1   TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN        
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA BANJARBARU, 

 
Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan penunjukan 
Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota 
Banjarbaru; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kuasa 
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                     
Nomor 1781); 

 

5. Peraturan Menteri... 
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5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah 
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 

KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH 
KOTA BANJARBARU. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota 
Banjarbaru. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur 
perangkat Daerah pada Pemerintahan yang melaksanakan Urusan               
Pemerintah Daerah. 

5.  Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya. 

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

8. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional yang ditugaskan untuk 
melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang 
organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langs 

9.   Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

 
BAB II  
KPA 

 
 

 

Pasal 2... 
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Pasal 2 

(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat struktural 
yang berada satu tingkat dibawahnya selaku KPA. 

(2)  Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan 
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3)   KPA tidak boleh merangkap sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD 
dan kuasa bendahara umum Daerah. 

 
BAB III 
PPTK  

 
Pasal 3 

(1) PA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada 
SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 

(2) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi. 

(3) PPTK merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

(4) Dalam hal tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan struktural, PA dapat 
menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK.  

(5)  Pejabat fungsional yang dapat ditunjuk sebagai PPTK  adalah pejabat 
fungsional yang mengalami penyetaraan jabatan. 

 
  

Pasal 4 

(1) Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang: 

a. menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau; 
b. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 
 

(2) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, 
PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya 
ditetapkan oleh Wali Kota. 

 
Pasal 5 

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) yang dapat 
ditetapkan sebagai PPTK harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 

 

 

 

a. memiliki... 
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a. memiliki kesesuaian antara kegiatan/sub kegiatan dengan tugas dan fungsinya; 
b. berada dibawah garis koordinasi KPA yang bersangkutan; 
c. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; dan 
d. lebih diutamakan bagi pejabat fungsional yang berpengalaman menduduki 

jabatan struktural dan/atau pernah mengalami penyetaraan jabatan 

 

BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

 
Pasal 6 

(1) Pembinaan penerapan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh bendahara 
umum Daerah dan/atau kuasa bendahara umum Daerah. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan 
sarana dan prasarana pendukung serta pengarahan dalam penerapan 
Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 7 

(1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan                   
oleh aparat pengawas intern pemerintah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi 
dalam kegiatan pengawasan. 

 
 

Pasal 8 

Peraturan Wali Kota  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 
 
 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal  1 Januari 2022 

   
WALI KOTA BANJARBARU, 

 
TTD 

  
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN 

 
Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal  1 Januari 2022 
  
SEKRETARIS DAERAH, 

 
TTD 

 
               SAID ABDULLAH 

 
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 1 
 


